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PERATURAN GUBERI~UR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2014

I SA'L1NAN I

c

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMQR 109 TAHUN 2011
TENTAI~G KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DE:HGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GU8ERi\lUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

r

Menimbang

Mengingat

a. bahwaberdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2014, telah diatur mengenai kepengurLJsan
Badan Usaha Milik DaerClh;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Direksi, Badan Pengawas,
dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Oaerah, Peraturan
Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
pen,Jbahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
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6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
P' .rano"~ t D" "r' '1'.,j I "0 o.:J~ al I

7. I<eputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentan~ Pengalihan
p",gLvJai Nageri Sipil pacta Badan Usaha Milik Daerah Menjadi

Gd~'''ICli Bad:m Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

" ,;/ ~ .','",., r>,,' -', ",', .. ,,-;, 71 Tr' ')000) t- >, ,,0-,- h: .-- ., ...
"J. 1\. .... jJ ...;_ ............. rl ~ ........ __ l"_.l .·".... IlL., o.nuil.... v \.:',.n ....:.l:J r vlniJlll.J';:'11 .... o..{,l

P""0c:mbE;ng"n B;::.dan Usaha Milik Daeral, di Lingkungan
P01'110rintah Propinsi Daarah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Keputusan' Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan
Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daer?h
di Lingkungan Pemerintah Propinsi Da!"rah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahu[1 2011 tentang Kepengurusan
Badan Usaha IVlilik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhirdenga'n Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATUf'AN GUBEI"-NUR NOMOR 109 TAHUN 2011 TENTANG
KEP:=:;'~GURUSAN 8ADAN USAHA MILlI< DAERAH.

'Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011
tentang Kepengun.isan Badan Usaha MiUk Daerah sebagaimana telah

, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21
Tahun 2014, diubah sebagai berikut:' ,

1. Ketentuan ayat (2) huruf k Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambah
1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal12

(1) Calon Ariggota Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal
dari:

a. anggota Direksi yang sedang menjabat pada SUMO yang
bersangkutan atau BUMD yang lain;

b. anggota Dewan Oireksi atau 'Badan Pengawas yang sedang
menjabat pada 'SUMO yang bersangkutan atau BUMD yang
lain; ,

c. pejabat atau,karyawan internal BUMO yang setingkat di bawah
Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan
patungan BUMO yang bersangkutan;

d. pejabat atau karya:wan setingkat di bawah Dlreksi pada SUMD
termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan
BUMO lain; ,
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e. pegawai Lembagallnstansi Pemerintah/Pemerintah Oaerah;
dan

f. orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf e.

(2) Orang perseori..ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dicalonkan dun/..,tau mencalonkan diri .sebagai calon anggota
Dil·(;I;:;;i sbkt.:ru,,::;-I;u(i.,ngnya harus rnemenuhi p .,rsyaratan sebag8i

.b... rikul :

a. memiliki . integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk
rnemajukan dan mengembangkan PO;

b. memiliki kornpetensi dan profes;bnalisme dalam pengelolaan
PD· .,

c. sehat jasmanl dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter berdasarkan medical check up;

d. merniliki kecerdasan, intelektual, emoslonal dan spiritual yang
sesuai dengan kedudukan Olreksi PO;

e. mernpunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara
hli~(l:in;

f. tkiak pernih rnenjadi Komisaris, Oireksi, Badan Pengawas atau
pejabat di bawah Oireksi pada SUMO, BUMN atau perusahaan
swasta yang dinyatakan pailit;

g. rnempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1
(satu)/Sarjana;

h. bersedia dan menyatakan rnundur dari status Pegawai Negeri
Sipil, apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri
Sipil;

i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organlsasi politik atau
anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang
berafi:iasi pada organisasi politik;

j. tidak sedang dalam ·menjalani proses hukum, baik sebagai
tersangka maupun terdakwa;

k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima). tahun atau paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun ·pada saat permohonarl disampaikan
kepada GubernurlWakil Gubernur/Sekretaris Oaerah; .

I. untuk calon Oirektur Utama yang berasal dari Oireksi, Komisaris
atau Badan· Pengawas BUMO, usia pada saat pencalonan
setinggi-tingginya 62 (enam puluh dual tahun;

m. direkomendasikan. layak dan patut oleh konsultan ahli yang
independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper test);
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n. tidak mempunyai hubungan keiuarga dengan Anggota Oireksi
atau Badan ?engawas atau pejabat setingkat di bawah Oireksi
p::;da PO yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau
:<o:rena perkawinan sampai derajat ketiga; dan

o. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia
atau Kepolisian Republik Indonesia. '

(3) Ur.tl':' edon .\.1S";Jt~ Dowan Oireksi pada PO ;JAM Jaya dan PO
P<:Sar Jaya sciir..in persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan
s,esuai ketentuan peraturan per,undang-undangan.

(4) Oalam hal' adanya pertimbangan tertcntu, Gubernur dapat
mengangkat Anggota Dewan Oireksi dari orang perseorangan
yang'tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruF g.

2. Ketentuan ayat (2) huruf k serta ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga
Pasol 33 barbunyi sebagai berikut :

Pasal33

(1) Calon Anggota Bndan, Pengawas adalah orang perseorangan
ysna b0r<:tc;,,1 d::.ri ':

8. nn[;ootCl Dewan Oirel<si yang sedang menjabat pada BUMO
yang bersangKutan atau BUMO lain;

b. anggota Dewan 'Komisaris atau' Anggota Badan Pengawas
yang sedang menjabat paqa BUMO yang bersangkutan atau
BUMO lain;

c. pejabat atau karyawaninternal SUMO yang bersangkutan
setingkat di bawah Direksi, termasuk anak perusahaan atau
perusahaanpatungan BUMO yang bersangkutan;

d. pejabat atau karyawan setingkat di bawah Oireksi pada SUMD
termasuk Oireksi anak perlJsahaan atau perusahaan patungan
SUMD lain;

e. pegawai Lembaga/lnstansi Pemerintah/Pemerintah Oaerah;
dan ' '

f. orang perseorangandi luar orang perseorangan sebagaimana
, dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dicalonkan dan/atau mencalonkandiri sebagai calon Anggota
Badan Pengawas sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan

,sebagai berikut :

a. memiliki integritas,loyalitas' dan, dedikasi tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan PO;

b. memi1iki kompetensi dan profesionalisme dalam pengawasan
PO;
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,c, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter berdasarkan medical check up;

d, rncmiliki ke::crdasan,intelektual, emosional dan spiritual yang
S8suai dengan kedudukan Badan Pengawas;

e. mempunyai kemampuan dan, k,ecakapan bertindak secara
huku,"n;

f. lidal< pernah menjadi Komisaris, Direksi, 8adan Pengawas
dan/atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau
perusahaan swasta yang dinyatak8n pailit;

g. mempul1yai' pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1
(satu)/Sarjana;

h. bersedia dan menyalakan mundur dari status Pegawai Negeri
Sipil bagi pejabat alau pegawai lembaga/inslansi Pemerintahl
Pemerintah Daerah yang berlugas sebagai Pelaksana
Pelayanan Publik;

i. lidak menjndi 'anggdta dan/atau pengurus organisasi politik
c.tauanggo.la dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan
y,,110 lJ,:";:uiili,,,-.;i pada organisasi politik;

j. tic!s:: ~E.(;:'nr d2,lam menjalani status hukum tersangka atau
, ,c. I .' .
1.\,,,.:1 uaK\l/u,

.k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan
disampaikan kepada GuberriurlWakii GubernurlSekretaris
Daerah;

I. direkomendasi layak dan patut oleh konsultan ahli yang
independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper test);

m.tidak mempunyai hubungan keluargadengan Anggota Direksi
atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi
pada PD, yang bersangkutal), baik karena hubungan darah
,atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan

n. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indon,esia
atau Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Persyaratan sebagaimana dimCjksud pada ayat (2) dapat
ditambah sesuai dengan 'ketentuan, peraturan perundang­

,undangan.

(4) Dalam hal adanya perlimbangan terlentu, Gubernur dapat
mengangkat Anggota Badan Pengawas'dari orang perseorangan
yang tidak memenuhipersyaratan sebagaiman3 dimaksud pada
ayat (2) huruf g, huruf k dan huruf I.

3. Ketentuan ayat (2) huruf h serla ayat (3) ?asal 57 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayRt yakni ayat (4), sehingga Pasal 57 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal57

(1) Calon Anggota Dircksi adala!.l Orang perseorangan yang berasal
081'1 :

a. anggota Direksi yang sedang menjabat pada SUMD yang
bersangkutan at:Ju SUMO yang lain;

0, "I'T'O'(~ D"" n'I""'c'l atau Sadan P'-r'I~'\'J"~ yal19 ~'d' rig.. C..I':..,;0 -.:..t l "': .. ":".1 ~ 11...;1,,--, ~ d 'J'" c.~ ... -:.00 <.... t

menjabat peda SUMD yang bersangkutan pt:lU SUMO yang
lain;

c, pejabat atau kmyawan internal SUMO yang satu tingkat di
bawah Direksi, termasuk Direksi anak, fJerusahaan atau
perusahaan patungan BUMO yang bersangkutan;

d. p9jabat atau karyawan pada SUMD lain setingkat di bawah
DGw.Jn' DirEJ:~si dan/atau Dewan Komisaris pada anak
perusahaarl atau perusahaan patungan BUMD lain;

e. pegawai Lembaga/lnstansi, Pemerintah/Pemerintah Daerah;
oCin

f. crunJ persGorangan diluar orang perseorangan sebagaimana
C:ir';::::bc!~1 dCi/&.-n hurllf a sampai dengan hurliF e.

(2) Or~d'iJ pJrS30r:':,lG2n scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dicalonkan dan/atau, mencalonkan diri sebagai calon Anggota
Direksisekurang-kllrangnya harus memiliki persyaratan sebagai

'beril<ut :

a, memiliki integritas, loyalitas dan' dedikasi tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan PT;

b. ,memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola
PT;

c, sohat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter berdasarkan medical check up;

d. memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang
sGsuai dengan kedudukan Direksi PT;

e, mempunyai kemampuan dan' kecakapan bertindak secara
hukum;

f. tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas
delam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pail it;

g. rnempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/
Sarj<lI1a;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling
linggi 60 (enam puluh) tahun' pada saat permohonan

'disampaikan kepada GubcrnurlVVakii Gubernur/Sekretaris
Daen:.lh;
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i. tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau
ierdakwa;

j. tidak menjadi pengurus dan/aiau anggota partai politik dan/
ai3u caion/anggoia legislatif aiau pengurus dan/atau organisasi
kemasyarakaian yang berafiliasi dengan partai politik;

k. tidak pernLlh dihukum karena tindakan' merugikan keuangan
. -. ---I:: '. -' . .. l1c;gal u. Lc., ... (... ,,1.,

I. untuk jabatan .Direktur Utama, telah menduduki jabatan
sebagai direktur pada perusahaan daerah atau perseroan
terbatas lainnya atau posisi lain yang dinilai setara dengan
posisi direktur .dan umur saQt pengangkatan maksimal
60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;

·m. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang
ind(;pcndon berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper toS();

n. bersedia drin menyat;:lkan. mundur dari status Pegawai Negeri
Si;J;1 apabiln yang busangkutan berstatus Pegawai Negeri
Sipil;

o. Ud2;Z mempLlnyai hubungan keluarga dengan anggota
Dirskiur aiLLl Komisaris aiau pej8ba't satu tingkat di bawah
Cir.:;(:,i pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan
darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan

p, tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia
atau Kepoli~ian Republik Indonesia.

(3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PT yang bergerak di
bidang perbankan dan/atau jasa' keuangan, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengikuti

.persyaratan lain yang diteta'pkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam hal adanya pertimbangan tertentu, RUPS dapat
mengangkat Anggota' Dewan Direksi dari orang perseorangan
yang tidak memenuhi persya'ratan sehagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g.

4,' Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

. (1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah seI:ianyak-banyaknya sama
ddngan jumlah anggota Direks!.

(2) Penetapan .jumlah anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran
Dasar PT harus mempertimbang.kan manfaa! bagi perusahaan
yang dilandaskan pada prinsip efisiensi, .efektivitas dan

.produktivitas.
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, (3) 1 (satu) orang dad anggota D!;lwan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebqgai Komisaris Utama dan
'yang iainnya sebagai Komisaris, dengan,Keputusan RUPS.

5. Ketentuan ayat (2) huruf h serta ayat(4) Pasal 78 diubah, sehingga
Pasal 78 berbunyi sebaga! berikut : .

Pasal 78

(1) Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan
y<:.ng berasal deri: '

a. ;omggota Dewan Direksi yang sedarig menjabat, baik pada
SUMD yang bersangkulan rnaupun SUMO lain;

b. anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang
seclang menjabat, baik pada SUMO yang bersangkutan
maupun SUMO lain;

c. pajabat 'atau karyawan intemi'l SUMO yang bersangkutan
sdingkot di b::.wah Diroksi, terrnasuk Direksi anak perusahaan
atau perusahaan patungan SUMO yang bersangkutan; ,

d. psjabat atcu karyawan' pada SUMO lain setingkat di bawah
Dimksi 'dan/at<:.u DireksilKomisarisanak perusahaan atau
purusahaun palungunBUMD lain;

e. pegawai Lembaga/lnstansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
dan'

f. orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai hurufe.

(2), Orang persecirangan sebagaimani1 dirnaksud pada ayat (1) dapat
dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota
Dewan' Komisaris, PT sekurang-kurangnya harus memiliki
persyaratan sebagai berikut, :

a. memiliki, integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan PT;

,b, memiliki kompetensi dan, profesionalisme dalam mengelola
PT;

c. sehat 'jasmani dan rohan! yang dlbuktikan dengan surat
k~lerangan dokter b.erdasarkan medical check up;

d. memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang
sesuai dengan kedudukan Komisaris PT;

e. mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara
hukum;

'f. tidak perriah menjadi Komisaris, 'Direr-si, Sadan Pengawas
datam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pail it;
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g. mempunyai" pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/
Sarjana;

h. bE\rusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat permohonan
disampaikan kepada GubernurlWa"ki: Gubernur/Sekretaris
Daerah;

i. tidak sodclriJ rncnjal::;ni statushukum tersan.;l<a atau terdakwa;

j. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/
atau calon/,:mggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus
organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai
politik;

k. tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan
negara/daerah;

I. direkornendasikan layakdan patut cileh konsultan ahli yang
independen berdasari;an uji ke!ayakan dan kepatutan (fit and
proper test);" "

m.bersedia dan rnenyatakan mundur dar! status Pegawai Negeri
Sipil bagi pejabat atau pegawai lembagalinstansi Pemerintahl
Pcmerin:ah Daen:.h yang" bertugas sebagai Pelaksana
P01ayanan Publik;

." n. tidak mempunyai hubungari keluarga dengan Anggota Dewan
Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT
yang" bersangkutan baik karena hubungan darah maupun
karena perkawinan sampai derajat ketiQa; dan

o. tidak berstat!Js sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia
atau Kepolisian Republik Indonesia.

(3) "Untuk calon AnggotaDewan Kornisaris pad;3 PT tertentu seperti
bidang perbankan, asuransi atau bidang lainnya selain memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud padu ayat (2) juga harus
mengikuti "persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-!Jndangan. " .

(4) Dalam "hal adanya pertimbangan tertentu, RUPS dapat
rnengangkat Anggota Dewan Kcmisaris dari orang perseorangan
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf I. "

Pasalll

(1) Pada saat Peraturan Gubernurini mulai berlaku, ketentuan Pasal 33
dan Pasal 78dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 109
Tahun 2011 tentang Kepengurusan" Budan Usaha Milik Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orane mengetahuinya, memerintahl<an pengundangan
Peraturan GubGrnur jni dongan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah !<hu~us Ibukota Jakarta.

D;t~,tJpkan d Jal,crtCl
'\ -: ...\ L , i~:'" ~l 2d f':';\'~i,j;)(" -O'!·;

GUGERNUR PF<OV,NSI DAERAH f<HUSUS
IBUf<OTA JAf</\RTA,

ltd.

BASUKIT.PlJRNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 201~·

SEKRETARIS Dft,ERAH PF<OVH':SI D/J:F:nl-: :<HUSUS
IlJUKOTA JA;(i,;;Cr,s,

hd.

r' , - .. I' ! - , '(..l\t:.:j- L~I...!-I~.; i

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71044


